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KATA PENGANTAR

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan wawasan
mendalam mengenai politik hukum di Indonesia dengan fokus pada
dinamika perubahan, tantangan, dan proses transformasi yang sedang
berlangsung di negara ini. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah
berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya sah
secara formal, tetapi juga berkeadilan dan demokratis. Namun,
perjalanan panjang dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal
masih dipenuhi dengan tantangan, ketimpangan sosial, dan warisan
kolonial yang sulit dihapuskan.

Melalui buku ini, kami ingin mengajak pembaca untuk
menggali lebih dalam politik hukum Indonesia dari berbagai
perspektif, mulai dari warisan kolonial, krisis legitimasi, perubahan
sistem peradilan, hingga tantangan globalisasi yang mempengaruhi
kebijakan hukum di tanah air. Buku ini juga menyoroti pentingnya
reformasi hukum yang menyentuh bukan hanya aspek normatif atau
hukum tertulis, tetapi juga budaya hukum, struktur kelembagaan, dan
peran serta masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Kami percaya bahwa politik hukum yang demokratis dan
berkeadilan adalah kunci untuk mencapai tujuan-tujuan besar bangsa
ini, yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan merdeka
dari ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, di dalam buku ini kami
memberikan berbagai analisis dan rekomendasi strategis untuk
memperbaiki struktur hukum Indonesia, serta memastikan bahwa
hukum berfungsi tidak hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga
untuk mewujudkan keadilan sosial yang sesungguhnya.

Buku ini juga bertujuan untuk memberikan pembaca
pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum dapat
menjadi alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang substantif.
Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan siapa
saja yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang politik
hukum di Indonesia, baik dari sisi teori maupun praktiknya.
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Kami menyadari bahwa buku ini jauh dari sempurna, dan
tentunya banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan masukan
dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa
yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi
yang berarti dalam mengembangkan wacana politik hukum Indonesia
yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.
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PENDAHULUAN

Hukum sering dipahami sebagai cermin keadilan yang objektif
dan netral, hadir untuk menjaga ketertiban serta memberikan
perlindungan kepada semua warga negara. Namun, pandangan ini,
apabila dikaji secara kritis, justru menyembunyikan kenyataan yang
kompleks. Sejak awal kemunculannya, hukum selalu berkelindan erat
dengan kekuasaan politik dan struktur sosial yang mendominasi
(Berman, 1983, pp. 10-12).

Dalam konteks masyarakat kolonial, hukum tidak dikembangkan
untuk memenuhi kepentingan masyarakat jajahan, melainkan sebagai
instrumen untuk mengamankan kekuasaan politik dan mengontrol akses
terhadap sumber daya ekonomi (Anghie, 2005, p. 45). Bahkan setelah
Indonesia merdeka, jejak kolonialisme dalam politik hukum tetap melekat
kuat, membentuk Kkarakteristik hukum nasional yang lebih sering
mempertahankan status quo ketimbang mempromosikan pembebasan
(Lev, 1978, p. 15).

Daniel S. Lev (1978) menekankan bahwa sistem hukum Indonesia
modern banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, menjadikannya
alat kekuasaan daripada instrumen keadilan sejati. Sejalan dengan itu,
Friedman (1975) berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya
melalui teks normatifnya, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial,
ekonomi, dan budaya di mana ia berlaku. Montesquieu (1989) jauh
sebelumnya telah mengingatkan bahwa hukum mencerminkan “jiwa
bangsa” yang membentuknya, sehingga tidak pernah bebas dari nilai-
nilai, bias, dan kekuasaan sosial (p. 6).

Pada masa kini, pemahaman tentang politik hukum menjadi
semakin krusial. Ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga
hukum, maraknya praktik hukum selektif, serta dominasi
kepentingan ekonomi dan politik dalam legislasi dan penegakan
hukum, menandakan bahwa hukum tidak lagi (jika pernah)
beroperasi secara netral. Mengabaikan dimensi politik dari hukum
berarti membiarkan hukum berfungsi tanpa kendali rakyat,
mempermudah manipulasi kekuasaan di balik fagade keadilan.

Di tengah tuntutan global terhadap keadilan substantif,
kesadaran politik hukum menjadi kebutuhan mendesak, bukan



sekadar wacana akademik. Buku ini hadir untuk membangun

kesadaran kritis itu, menawarkan perspektif baru dalam membaca,

memahami, dan menilai hukum.

Buku ini dirancang untuk:

1. Memberikan pembaca kerangka berpikir kritis dalam
menganalisis hubungan antara hukum dan kekuasaan;

2. Mengajak pembaca memahami perjalanan politik hukum
Indonesia dari masa kolonial hingga reformasi;

3. Membuka ruang refleksi tentang bagaimana hukum dapat (dan
harus) berfungsi untuk mewujudkan keadilan substantif;

4. Memberikan bekal teoretis dan praktis untuk mengadvokasi
perubahan hukum yang lebih berpihak pada nilai-nilai
kemanusiaan.

Melalui perjalanan historis, analisis sosiologis, dan refleksi
filosofis, buku ini berkomitmen untuk mengajak pembaca membuka
mata terhadap realitas politik dalam dunia hukum. Pembaca tidak
hanya akan memahami bahwa hukum dipengaruhi oleh kekuasaan,
tetapi juga akan dibekali dengan alat-alat konseptual untuk membaca,
mengkritik, dan terlibat dalam transformasi hukum.

Sebagaimana dikatakan John Rawls (1971), “Keadilan adalah
kebajikan utama dari institusi sosial.” Maka, politik hukum yang adil
adalah syarat mutlak bagi terciptanya masyarakat yang beradab,
rasional, dan berkeadilan.
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